BABII

KETENTUAN HUKUM ISLAM DAN UUPA TENTANG HAK

KEPEMILIKAN TANAH

. Pengertian Hak Kepemilikan Tanah Dalam Hukum Islam

Menurut pengertian umum hak adalah:
L;.’.Kf HEANTS &’..':Jl 4 s s Sellass|

Artinya: “Suatu ketentvan yang digunakan oleh syara’ untuk menctapkan svatu
kekuasaan atau suatu beban hukum™"’

Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli ushul, yaitu:
i dis 2o 0 e iyl i B 4 0 ais B opal .m,m u,,,;
Artinya:“Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati

untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai
orang maupun mengenai harta”.

Sedangkan milik didefinisikan sebagai berikut:
ga}:ch.Lth .ucu.,w, Al y Adng O B Al 25K follaz)

Artinya: “Kekhususan terdapat pada pemilik suatu barang menurut syara’ untuk
bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak

ada penghalang syar’i”"’
Sedangkan pengertian hak milik dalam hukum adat ialah adanya hak

perorangan sebagai suatu hak yang diberikan kepada warga desa ataupun orang

1 Suhendi, Hendi, Figih Muamalah, 32
" Ibid., 33
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luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak purba persekutuan hukum
yang bersangkutan. Jenis hak perorangan yang terpenting ada 6 yaitu: hak milik,
hak wenang pilih, hak menikmati hasil, hak pakai, hak imbalan jabatan dan hak

wenang beli, hak milik merupakan hak terkuat diantarahak-hak perorangan.

Pengertian hak milik €igendom) dalam hukum perdata ialah hak yang
paling sempurna atas suatu benda, dapat berbuat apa saja terhadap benda itu
(menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak) asal saja ia tidak

melanggar undang-undang atau hak orang lain (pasal 570 BW)."2

Dalam UUPA pasal 20 ayat (1) hak milik disebutkan sebagai hak turun
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan
mengingan ketentuan pasal 6 UUPA. Turun temurun disini artinya hak milik
tidak berlangsung selama hidupnya pemilik, tetapi dapat dilanjutkan ahli
warisnya apabila pemiliknya meninggal dunia.”® Cara-cara memperoleh hak
milik ialah menguasai benda mubah, akad pemindahan milik, dan dengan cara

khalafiyah.

Yang dimaksud dengan benda mubah (bebas) ialah benda yang tidak ada
hak milik seseorang di atasnya dan tidak ada larangan syara’ untuk memilikinya.

Untuk memiliki benda bebas ini diperlukan adanya dua syarat :

12 Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia, 96
1 Ibid., 99
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1. Benda tersebut tidak dikuasai oleh seseorang terlebih dahulu.
2. Bermaksud untuk memiliki.'* Diantara benda-benda mubah (bebas yang
dapat dikuasai adalah dengan cara menghidupkan tanah yang mati (Zhya’ a/-

mawat).

Imam Syafi’i mengemukakan bahwa tanah mati (iiya’ al-mawat) ialah
tanah yang tidak ada orang yang merawatnya dan tidak ada batas-batas sebagai

tanda dikuasai seseorang, baik itu jauh dari keramaian atau dekat.'

Untuk menghidupkan tanah yang mati dapat ditempuh dengan berbagia
cara. Menurut Imam Hanafi, dilakukan dengan memperbaiki tanah dengan cara
mendirikan bangunan, menanaminya, membuat parit, menabur benih tanamam
atau menyiram serta menggalih tanah atau memagarinya. Sedangkan Imam
Syafi’i berpendapat dilakukan sesuai dengan tujuan dan maksud pemanfaatan
tanah tersebut dan dikemﬁalikan pada adat kebiasaan Slang berlaku, karena

syara’ tidak memberikan batasannya.

Sementara itu Imam Hambali menyatakan dengan cara memagarinya
dengan kuat, terlepas apakah nanti digunakan untuk bangunan atau tanaman

atau untuk menggembala ternak.

" Hasbi Ash Shiddiqiy, Pengantar Figh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 10
15 Wahbah Zuhaili, 4l-Figh Islam Wa Adillatuhu, (Beirut: Darul Fikri, 1989), 55
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Mengenai pemberian batas dengan memakai tanda batu atau memagari
tanah dengan kayu atau duri di sekitar tanah mati dengan tanpa ada usaha sama
sckali untuk memperbaiki tanah tersebut, maka hal yang demikian menurut
fugaha’ dengan sepakat bukan termasuk jenis memakmurkan atau
menghidupkan tanah mati, dan kepadanya juga tidak diberikan hak milik, hanya
saja dia lebih berhak mengusahakan tanah yang mati tersebut dari pada orang

lain. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

o &5 58 2o i ses du ) g o

Artinya: “Barang siapa lebih dshulu (membuka tanah) yang beluvm didahului oleh
orang Islam lain, maka dia lebih berhak terhadap tanah tersebut” '

Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, maka bila ada orang yang
memagari tanah yang mati tanpa adanya usaha-usaha untuk memakmurkan
tanah tersebut walaupun dia lebih berhak mengelolanya dari orang lain, tetapi
dia tidak berhak dan tidak sah secara hukum menjual tanah yang dipagarinya

tersebut!’.

Mengenai masalah disyaratkannya izin dari pemerintah dalam
menghidupkan tanah mati, para ulama berbeda pendapat; menurut jumhur

ulama’ bahwasannya hadis terdahulu yang menjelaskan tentang menghidupkan

' Muhammad bin Ismail Bukhari Abu Abdullah, Al-Lu’lu’ wal Marjan, (Beirut: Dar al-Fikri,
1988), 176

17 Muhammad Abu Zahra ,4/-Milkiyyatu wan Nazariyyatul ‘Aqdi, ( Mesir: Darul Fikri, 1999),
331
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tanah sudah jelas, secara mutlak hadis tersebut memberikan keleluasaan pada
siapa saja untuk memiliki tanah mati dengan jalan memakmurkannya tanpa

adanya surat izin dari pemerintah.

Imam Malik bin Anas membedakan antara tanah yang dekat dengan
keramaian dan jauh dari keramaian, maka memerlukan izin dari pemerintah,
sedang tanah yang jauh dari keramaian tidak disyaratkan izin dari pemerintah,

cukup dengan menghidupkannya maka dia langsung memilikinya.'®

Sementara itu Imam Abu Hanifah dengan tegas mengatakan bahwa
menghidupkan tanah mati harus dengan izin pemerintah, berdasarkan hadis Nabi

SAW.

0 U 8ol 29 U Y] 52l o

Artinya:” Tidaklah sesuatu dimiliki seseorang kecuali yang menyenangkan
(merelakan) hati pimpinannya”."”

Bila sesecorang membuka tanah tanpa izin, secara otomatis tidak

menyenangkan pemimpinnya (penguasa) dengan demikian maka dia tidak

berhak memilikinya.

Menurut Islam seseorang dapat memiliki tanah karena beberapa sebab

tertentu. Secara konvensional seseorang dapat memiliki tanah karena ia

18 Abu A’la Al-Maududi, Milkiyyatul Ardi Fil Islami, (Kuwait: Darul Qalam, 1980), 38
19 Wahbah Az-Zuhaili, Al-F iqhul Islamiy Wa adillatuhu, 545
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membeli tanah tersebut, karena mendapatkan warisan berupa tanah, serta
memperoleh hibah atau hadiah berupa tanah. Selain dengan sebab-sebab
konvensional tersebut, seseorang juga dapat memiliki tanah karena sebab-sebab
yang khas yang hanya ada dalam sistem Islam. Sebab-sebab yang khas tersebut
adalah apa yang disebut dengan al-igtha’ (pemberian oleh khalifah) dan ihya’ al-

mawat (menghidupkan tanah mati).

Pemberian tanah oleh khalifah (al-igtha’) adalah pemberian secara cuma-
cuma oleh khalifah atas tanah yang menjadi milik negara. Tanah yang diberikan
tersebut adalah tanah yang sebelumnya telah diolah dan siap untuk langsung
ditanami dan bukan tanah tandus atau tanah marjinal yang sulit untuk ditanami
dan dikelola. Pemberian atas tanah tersebut bisa juga berupa tanah yang
sebelumnya telah dimiliki seseorang namun diambil oleh negara karena

dibiarkan terlantar.?’

. Akad Pemindahan Hak Milik

Menurut istilah fuqaha’ aqad ialah:

L2 ° o . s 2 Y s
a3 41 5l s 455 b g3tk 2 g

Artinya:” Perikatan ijab dan qabul yang disyariatkan secara agama nampak
bekasnya pada yang diakadkan itu”.

2 Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Islam,( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 89
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Sedangkan khalafiyah yaitu: N2

l-\d":-:"‘!-\:
WS

W A
o

AN

3 3 i 6 3 s g o pand Uil

Artinya:” Bertempatnya sescorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama
yang telah hilang pada berbagai macam rupa hak™*'

Ketiga cara memperoleh milik tersebut disepakati semua fuqaha, tetapi
golongan-golongan maliki, Syafi’i menambah cara ke empat, yaitu syufah,
golongan Hanafi berpendapat bahwa syufah bukan cara memperoleh milik yang
berdiri sendiri tetapi termasuk akad, karena dalam syuf’ah milik baru terjadi
apabila ada penyerahan benda dengan suka rela dari pemilik baru atau dengan
putusan hakim apabila pemilik baru enggan (menolak) dan dibayar oleh

‘penuntut syuf’ah ini merupakan akad baru.”?

Sedangkan berakhirnya hak milik tanah ialah Islam mengakui hak milik
pribadi. Hak milik pribadi itu harus bersifat sosial, karena hak milik pribadi itu
adalah hak milik Allah SWT. yang diamanatkan kepada orang-orang yang
kebetulan memilikinya agar digunakan semaksimal mungkin untuk
kescjahteraan pribadi dan juga kesejahteraan masyarakat. Karenanya Islam
melarang orang memborong atau menyimpan atau menyembunyikan barang
yang sangat dibutuhkan orang banyak, misalnya bahan makanan dengan maksud

agar barang tersebut sukar dicari di pasaran bebas schingga akibatnya

M Hasbi As Siddiqiy, Pengantar Figih Muamalah, 10-11
2 Masduda Abdurrahman, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam, (Surabaya:
Central Media, 2002), 88
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masyarakat mencarinya dengan susah payah dan membelinya dengan harga yang
tinggi, sedang pemilik barang yang tidak jujur tadi mendapatkan keuntungan
yang berlebihan dengan cara yang tidak wajar. Nabi Muhammad SAW. telah
memperingatkan kepada orang yang telah bermental merugikan masyarakat

dengan sabdanya:

(sailly 391> gly ohows ely)) e bls 335 KE i

Artinya:"Siapa saja yang mengumpulkan barang dan menyimpan/

menyembunyikannya dengan maksud agar barang itu naik/ mahal, maka

orang tersebut bepar-benar berbuat kesclahan/ dosa” (diriwayatkan
muslim, abu dawud dan tirmidz).

Demikian pula tanah-tanah yang dimiliki perorangan selain dibatasi
maksimalnya yang disesuaikan dengan luas tanah dan jumlah penduduknya,
maka islam melarang tanah-tanah yang dimiliki seseorang itu dibiarkan terlantar
schingga tidak menghasilkan apa-apa. Islam menuntut agar tanah milik pribadi
itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, dengan menggunakan tenaga kerja
dan usaha lain yang dapat meningkatkan produktifitasnya, sehingga tanah itu
dapat bermanfaat untuk kesejahteraan pemilik dan keluarganya, masyarakat
termasuk tenaga kerjanya, dan juga negara yang mendapat manfaat dari hasil
produksi tanah itu, berupa pajak dan devisa negara yang sangat berguna untuk

pembangunan.?

B Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Islam, 87-88
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Dianjurkan untuk merawat tanah-tanah yang mati ini terlihata dalam
beberapa riwayat, dimana Nabi dan khulafaur rasyidin membagi-bagikan tanah
yang mati pada penduduk untuk dirawat dan dimakmurkan. Diantara riwayat

tersebut adalah:

(S 391> o olayy Eoga sias 3 Uil 4l e P & af 22 s o e 52

Artinya:"Dari alqamah bin wail, dari ayahnya bahwasannya Nabi SAW. telah
memberikan padanya satu tanah di hadramaut” (diriwayatkan Abu
Dawud at Tirmidzi)’.

Orang yang telah menguasai tanah mati dengan hanya memagarinya
tanpa menggarapnya menjadi produktif, maka haknya menjadi gugur setelah
keadaan ini berlangsung selama tiga tahun. Demikian pula penguasa membagi-
bagi tanah semata-mata demi kemaslahatan. Jika kemaslahatan ini tidak
terealisir lantaran tanah tersebut tidak digarap oleh orang yang mendapatkan
bagian dan tidak pula memprduktifkannya, maka tanah tersebut dicabut dari

kekuasaannya.”® Hal tersebut sesuai dengan penegasan tentang hak milik

manusia dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 5:

585 7 5285 G i3y Lz 58S 4”735-; B ‘-5-"—9']““

XSayyid Sabiq, Terjemahan, Kamaluddin A Marzuki, Figih Sunnah, (Bandung:Al-Ma’arif,
1988), 153



30

Artinya:”Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah merecka belanja dan
pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mercka kata-kata
yang baik".

Dalam ayat-ayat al-Qur’an yang dijumpai penegasan-penegasan bahwa
alam semesta termasuk manusia adalah ciptaan Allah. Tetapi dalam waktu yang
sama al-Qur’an menegaskan juga bahwa manusia diciptakan oleh Allah
berkedudukan sebagai khalifah berfungsi untuk memakmurkan kehidupan di
bumi. Oleh karena itu al-Qur’an menegaskan pula bahwa alam semesta ini

dikuasakan kepada manusia agar dimanfaatkan bagi kebutuhan manusia, oleh

sebab itu manusia dianugerahi berbagai macam kekuatan dan kemampuan.

Macam-macam milik ada dua, yaitu: (a) milik sempurna dan (b) milik

tidak sempurna, milik sempurna mempunyai ciri-ciri 2

a. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, artinya suatu benda milik seseorang
selama zat dan manfaatnya masih ada, tetap mcnj‘adi miliknya, selagi belum
dipindahkan kepada orang lain.

b. Pemilik mempunyai kebabasan menggunakan, memungut hasil dan
melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya, sesuai dengan
keinginannya. Akan tetapi seseorang tidak mempunyai hak mutlak bertindak

terhadap benda miliknya dengan mengabaikan kepentingan orang lain.

25 Ahmad Azar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Jakerta: Bulan Bintang, 2001), 48
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Adapun macam-macam dari milik tidak sempurna, di antaranya adalah:®

a. Milik atas zat benda saja (ragabah), tanpa manfaatnya, milik seperti ini
terjadi apabila zat sesuatu benda adalah milik seseorang, sedangkan
manfaatnya adalah milik orang lain, misalnya, seseorang menyewakan
rumah kepada orang lain.

b. Milik atas manfaat atau hak mengambil manfaat benda dalam sifat
perorangan, demikian pula peminjam barang ialah pemilik manfaat barang
yang di pinjaminya.

c. Hak mengambil manfaat benda dalam sifat kebendaannya, yaitu yang
disebut hak-hak kebendaan. Siapapun orangnya, ia memiliki hak tersebut,

selagi ada hubungan kepentingan dengan benda bersangkutan.

C. Jenis-Jenis Kepemilikan Dalam Islam
1. Hak Milik Pribadi
Islam mengakui adanya hak milik pribadi, dan menghargai
pemiliknya, selama harta itu diperoleh dengan jalur yang sah menurut
agama Islam. Dan Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang
diperoleh dengan jalan haram. Sehingga Imam al-Ghazali membagi menjadi

6 jenis harta yang dilindungi oleh Islam (sah menurut agama Islam):

2 1bid., 51
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a. Diambil dari suatu sumber tanpa ada pemiliknya, misal: barang tambang,
menggarap lahan yang mati, berburu, mencari kayu bakar, mengambil air
sungai, dll.

b. Diambil dari pemiliknya secara paksa karena adanya unsur halal, misal
nya: harta rampasan.

¢. Diambil secara paksa dari pemiliknya karena ia tidak melaksanakan
kewajiban, misal: zakat.

d. Diambil secara sah dari pemiliknya dan diganti, misal: jual beli dan
ikatan perjanjian dengan menjauhi syarat-syarat yang tidak sesuai
syariat.

e. Diambil tanpa diminta, misal: harta warisan setelah dilunasi hutang-
hutangnya.

2. Hak Milik Umum (Kolektif)

Tipe kedua dari hak milik adalah pemilikan secara umum (%o/ektif).
Konsep hak milik umum pada mulanya digunakan dalam Islam dan tidak
terdapat pada masa sebelumnya. Hak milik dalam Islam tentu saja memiliki
makna yang sangat berbeda dan tidak memiliki persamaan langsung dengan
apa yang dimasud oleh sistem kapitalis, sosialis dan komunis. Maksudnya
tipe ini memiliki bentuk yang berbeda beda. Misalnya: semua harta milik
masyarakat yang memberikan pemilikan atau pemanfaatan atas berbagai

macam benda yang berbeda-beda kepada warganya.
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Sebagian dari benda yang memberikan manfaat besar pada
masyarakat berada di bawah pengawasan umum, sementara sebagian yang
lain diserahkan kepada individu. Pembagian mengenai harta yang menjadi
milik masyarakat dengan milik individu secara keseluruhan berdasarkan
kepentingan umum. Contoh lain, tentang pemilikan harta kekayaan secara
kolektif adalah wakaf.

3. Hak Milik Negara

Tipe ketiga dari kepemilikan adalah hak milik oleh negara. Negara
membutuhkan hak milik untuk memperoleh pendapatan, sumber
penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
Misalnya untuk menyelenggarakan pendidikan, memelihara keadilan,
regenerasi moral dan tatanan masyarakat yang terjamin kesejahteraannya.”’

Menurut Ibn Taimiyah, sumber utama kekayaan negara adalah zakat,
barang rampasan perang (ganimah). Selain itu, negara juga meningkatkan
sumber pengahsilan dengan mengenakan pajak kepada warga negaranya,
ketika dibutuhkan atau kebutuhannya meningkat. Demikian pula, berlaku
bagi kekayaan yang tak diketahui pemiliknya, wakaf, hibah dan pungutan

denda termasuk sumber kekayaan negara.

7 Darwin Ginting, Hukum Kepemilikan Atas Tanah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) , 69-72
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D. Hak Atas Tanah Untuk Mendirikan Bangunan
1. Hak Kepemilikan Tanah Menurut UUPA
Ketentuan Umum mengenai hak milik diatur dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf (a) 20-27 UUPA Pengertian hak milik adalah hak turun temurun,
terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan
memperhatikan fungsi sosial tanah. Turun temurun artinya hak milik atas
tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila
pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli
warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subyek hak milik. Terkuat
artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan hak atas tanah yang
lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari
gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya hak milik
atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila
dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi
hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan
penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah
yang lain.”®
2. Hak Guna Bangunan
Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai

bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, baik tanah itu merupakan

?* Andi Hamzah, DKK, Hukum Perumahan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 56



35

milik orang atau pihak lain maupun berupa tanah yang lansung dikuasai oleh
negara. Di samping pemegang hak guna bangunan atas suatu tanah
berwenang pula untuk memindah tangankan hak tersebut, menjadikannya
sebagai jaminan utang dan mengalihkannya kepada ahli warisnya, sepanjang
belum habis jangka waktunya dengan jangka waktu yang telah ditentukan,
sebagaimana yang tercantum dalam UUPA pasal 35. Sedangkan ciri-ciri dari
hak guna bangunan diantaranya:*’

a. Hak Guna Bangunan tergolong hak yang kuat, artinya tidak mudah hapus
dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Oleh karena itu,
hak guna bangunan termasuk salah satu hak yang wajib didaftar (pasal 38
UUPA dan PP no. 10 1961).

b. Hak bangunan dapat beralih, artinya dapat diwaris oleh ahli waris yang
mempunyai hak (pasal 35 ayat 3).

c. Hak Guna Bangunan jangka waktunya terbatas.

d. Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak
tanggungan atau Aipotik.

e. Hak Guna Bangunan dapat dialihkan kepada pihak lain, yaitu dijual,
ditukarkan dengan benda lain, dihibahkan, atau diberikan dengan cara

wasiat.

? Darwin Ginting, Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis, 70
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f. Hak Guna Bangunan dapat juga dilepaskan oleh orang yang mempunyai

hingga tanahnya menjadi tanah negara. Hak Guna Bangunan hanya dapat

diberikan untuk keperluan pembangunan bangunan-bangunan. Subyek Hak

Guna Bangunan menurut UUPA, pasal 36 dan pasal 19 no.14 tahun 1996

adalah warga negara Indonesia. Terjadinya Hak Guna Bangunan

berdasarkan asal tanahnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1).

2).

Hak guna bangunan atas tanah negara, hak guna bangunan ini terjadi
dengan putusan pemberian hak yang ditertibkan oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN).

Hak Guna Bangunan atas tanah ini terjadi dengan  keputusan
pemberian hak atas pemegang hak pengelolaan yang diterbitkan oleh
Badan Pertanaban Nasional. Hak guna bangunan atas tanah negara
Hak guna bangunan ini berjangka waktu untuk pertama kali paling
lama 30 tahun, dapat diperpanjang paling lama 20 tahun, dan dapat
diperbaharui paling lama 30 tahun. Permohonan perpanjangan jangka
waktu atau pembaharuan Hak Guna Bangunan diajukan selambat-
lambatnya 2 tahun, sebelum berakhirnya jangka waktu HGB tersebut,
Perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan HGB dicatat dalam
buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat.
Syarat-syarat pemegang hak guna bangunan untuk perpanjangan

jangka waktu atau pembaharuan HGB adalah:
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a) Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan
keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut.

b) Syarat-syarat pemberian tersebut dipenuhi dengan baik oleh
pemegang hak.

¢) Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.

d) Tanah tersebut masih sesuai dengan rencana tanah ruang wilayah
RT RW yang bersangkutan.

3). Hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, hak guna bagunan ini
berjangka waktu untuk pertama kali paling lama 30 tahun, dapat
diperpanjang paling lama 20 tahun, dan dapat diperbaharui paling
lama 30 tahun. Permohonan perpanjangan jangka waktu atau
pembaharuan hak guna bangunan diajuakan selambat-lambatnya 2
tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan tersebut
atau perpanjangannya.

4). Hak guna bangunan atas tanah hak milik Hak guna bangunan ini
berjangka waktu paling lama 30 tahun, tidak ada perpanjangan jangka
waktu. Namun, atas kesepakatan antara pemilik tanah dengan
pemegang hak guna bangunan dapat diperbaharui dengan pemberian
hak guna bangunan baru dengan akta yang dibuat oleh PPAT, dan

wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.



38

5). Pertanggung Jawaban Pemegang Kewajiban yang harus dipenuhi oleh

pemegang hak guna bangunan perdasarkan pasal 30 dan 31 PP no. 40

tahun 1996, pemegang hak guna bangunan berkewajiban:

a)

b)

d)

Membayar uang pemasukan yang jumlahnya dan cara
pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya.
Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan
persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan dan
perjanjian pemberiannya.

Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada diatasnya
serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Menyerahkan kembali ‘tanah yang diberikan dengan HGB kepada
negara, pemegang hak pengelola atau pemegang hak milik,
sesudah hak guna bangunan dihapus.

Menyerahkan sertifikat HGB yang telah hapus kepada Kepala
Kantor Pertanahan.

Memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi
pekarangan atau bidang tanah yang terkurung oleh tanah hak

guna bangunan tersebut.

6). Hapusnya Hak Guna Bangunan Berdasarkan pasal 40 UUPA, hak guna

bangunan hapus karena;

a)

Jangka waktunya berakhir
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b) Di hentikan sebelum jangka waktunya berakhir, karena sesuatu
atau syarat yang tidak terpenuhi.
c) Dilepaskan dengan suka rela oleh pemegang haknya sebelum
jangka waktunya berakhir.

d) Dicabut untuk kepentingan umum

e) Diterlantarkan

f. Tanahnya musnah

3. Hak Guna Pakai
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari
tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang
memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam
perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa
atau perjanjian pengolahan tanah, dan segala sesuatu asal tidak bertentangan
dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA (pasal 41 ayat (1) 6UUPA).
Kata “menggunakan” dalam hak pakai menunjukkan pada pengertian

bahwa hak pakai digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan.
Sedangakan kata “memungut hasil” menunjukkan pengertian bahwa hak
pakai digunakan untuk kepentingan selain mendirikan bangunan, misalnya
pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Hak pakai atas tanah ini

hanya dapat diberikan Selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya
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masih dipergunakan untuk keperluan tertentu. Dengan cuma-cuma dengan
pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
a. Adapun ciri-ciri dari hak pakai ialah:

1) Dengan didaftarkan hak pakai yang diberikan oleh pemerintah, maka
hak tersebut menjadi mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak
lain.

2) Hak pakai dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak
tanggungan.

3) Hak pakai dapat dialihkan kepada pihak lain, tetapi jika mengenai
tanah negara perlu ada izin pejabat yang berwenang.

b. Subyek Hak Pakai
Subyek hak pakai atas tanah ini yang ditentukan dalam pasal 42 UUPA
dan PP no. 4 tahun 1996, adalah:*

1) Warga Negara Indonesia.

2) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia (PP no. 41 tahun 1996).

3) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.

4) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

5) Departemen, lembaga pemerintahan non-Departemen, dan Pemerintah

Daerah.

* Darwin Ginting, Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis, 56-59
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6) Badan-badan keagamaan dan sosial.
7) Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.’
c. Jangka Waktu Dan Luas Tanah Hak Pakai
Hak pakai ini berjangka waktu pertama kali paling lama 25 tahun,
dapat diperpanjang paling lama 20 tahun dan dapat diperbaharui paling
lama 25 tahun. Hak pakai yang dipunyai Departemen, lembaga
pemerintahan non Departemen Pemerintah Daerah, Badan-badan
keagamaan dan sosial. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan
internasional diberikan jangka waktu yang tidak ditentukan, selama
tanahnya dipergunakan umtuk keperluan tertentu. Dalam Peraturan
Menteri Agraria no. 15 tahun 1959, menetapkan batas luas maksimal hak:
pakai adalah 10 hektar, kecuali ada izin menteri (pasal 914).%?
d. Akibat Hapusnya Hak Pakai
Hapusnya hak pakai atas tanah mengakibatkan tanahnya kembali
kepada penguasaan semula (Negara, hak pengelolaan dan hak milik) pasal
56 PP. No. 40 tahun 1996. Dalam ketentuan lain disebutkan bahwa apabila
hak pakai atas tanAh negara hapus dan tidak diperpanjang dan
diperbaharui, maka bekas pemegang hak pakai wajib membongkar
bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan

tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya

3 Ibid., 66
% 1bid,, 187
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dalam waktu 1 tahun sejak hapusnya hak pakai. Dan dalam hal bangunan
dan benda-benda yang sudah dirusak, pemegang mendapat ganti rugi, dan
biaya pembongkaran dibebankan kepada bekas pemegang hak pakai.
Apabila bekas pemegang hak pakai lalai dalam memenuhi kewajiban
membongkar bangunan dan benda-benda yang ada diatas tanah hak pakai,
maka bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya dibongkar oleh
pemerintah atas biaya bekas pemegang hak pakai.*®

Sedangkan apabila hak pakai atas tanah hak pengelolaan atau hak
milik hapus, maka bekas pemegang hak pakai tersebut wajib menyerahkan
tanahnya kepada pemegang hak tanah tersebut dan memenuhi ketentuan
yang sudah disepakati dalam perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan
atau perjanjian pemberian hak pakai atas tanah atas tanah hak milik (pasal

58 PP no. 40 tahun 1996).%*

3 Ibid., 67
34 Andi Hamzah, DKK, Hukum Perumahan, 92



